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Bab | yang berjudul Pendahluan. Jaksa sangat berperan dalam  hal
pemberantasan korupsi. Keablian yang profesional harus dimiliki oleh apgrat
Kejaksaan. baik mengenai pemabaman dan pengertian serta penguasaan Perataran
Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknotogi. Hal ini apar
pcmberantasan tindak pidana korupsi dapat betbasil. Peaguasaap (ersebun sangat
penting sifamya kasreoa pelaku tindak pidana kozupsi ity mempunyai cin<in
tecseadini. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleb orang-
orang yang berpendidikan tinggi dan punyajabatan.

Bab Il membahas tentang korupsi. Secara barfiah korupsi merupakan sesuatu
yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini discbabkan korupsi memang menyangkut scgi
moral, sifat dan keadaan yang busuk, jebatan dalam instansi atav apamtur pemerintab,
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan
politik, seita penempatan ketuarga atsu golongan ke dalam kedinasan di bawah
kekuasano jabatznnya.

Bab IIl yang membabas tentang Kejaksaan Kejaksaan R.l. adalab lembaga
negara yang melaksanakan kekuagaan negara, k bususnya di bidang penuntusen, Se

bagai badan yang twrwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab
kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tingg. dan Kejaksaan Negen
merupakan kekuasaan eegara kbususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya
merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bab IV yang membahas hasil penelitian dan pembdahasan. Penyidik dalam
Tindak Pidana Korupsi pertama laaii ditangani oleh penyidik Kejaksasn maupun oleb
Penyidik Pohi. Dalam tiadek pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik.Dasar
hukum yang membenkan kewenangan penyidikan sindak pidana kosupsi kepada
Kejaksaan adalab Pasal 30 ayat (1) buiuf d Undang-Undang nomor 16 Tabun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebegai berikut : Di bidang
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pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewerang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana wertentu

Bab V merupakan kesimpulan dan Suran Jaksa sebagai penyidik merangkap
sebagai penuntut umum dalam penangagan tindak pidana korupsi. Maka untuk
menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa barus bekerja sama dengan pihak lain
yang terkait. Kerja sama dengan pthak lain ini disebut dengan hubungen hukum,
karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atav hukum yang sifatnya
pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berups perseorangan, badan
bukum dan instensi pemerintahan yang laio. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak
Pidana Korugsi Lembagp kejaksaan deslam trdak pidana umum berwenang sebaga
penuntut umum. Tetapi dalam tindek pidana korups iembaga Kejaksaan berwenang
sebagsi penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebazoai
penyidik dalam tindak pidana khusus diztr oleh Uadang-Undang Nomor 16 ahun
2004 tentang Kejeksaszn Republik indonesia khususnya datam Pasal 30 Ayat [ burasd.
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